LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA, ACEH
TAHUN : 1981, .
NOMOR : 12. _ 'SERIE "D” No. 11.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DABRAH ISTIMEWA ACEH
MOMOR . 3 TAHUN 19871,
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
WILAYAH / DAERAN PROPINS! DAZRAH ISTIMEWA ACEH
DAN SEXRETARIAT DEWAN PERWANKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAM ISTIMEWA ACEH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ASTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- 1. Bahwa dalam rangko, peningkaion keldncaran penyeleng--
gargan Pemerintchan’ don Pembeangunon secara berdaya
guna dan berhasil.guna sesuai dengan perkembangan - Pe-
“merintahan dan, Pembangunan dipandang perfu meninjau
kembali Peratoran Deeroh Propinsi' Daerdh Istimewa Aceh
No. 4 dgns Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan’ Rokyat Daerah
Propinsi Daereh lstimewa Acgh dan Sekretariat 'Wilayah/
Daegraoh Propinsi Dasrah istimewa Aceh, univk disesuoikan ;
dengan Kepuiusan Menteri Dalam Neger: No. 240 Tahun g
1980.
2. Bohwa untuk maksud i‘ersebut perlu meénetapkan dalam
suaty Peraturon qumh

Mengmcﬁm
i, Undang-Undang NUn"OI' 24 Iqhun 1956 ;
2. Undang-Undang MNomor 5 Tohun 1974 ;

‘3. Keputusan Présiden Rl Nomor A4 Tahun i974 dcm Nomor:
T4 Tdhun 1974
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4. Peraturan Menteri D-qli;s'fn e"g'ii\ai;'ri' Nemor 14 Tahun 1974 yo
Momor 11 Tohun 19755 = ; )
3. Keputusan Manieri Dalom: MNégeri Nomor 362 Tehun 1977 ; .

6. Keputusan Menteri Dalam”Negeri Nomer 240 Tahun 1980.

~Dengan persen?uiucm'Derwaﬁ'_ ‘Perwukilqrﬁ‘ Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerch lsfimewa Aceh, - -

"MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUMAN 'ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROPINSI DAERAH [STIMEWA
ACEH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN, RAKYAT
DAERAH PROPINS! DAERAM ISTIMEWA ACEH.

. w ' BAB— I
o KETENTUAN UMUM
Pasal 1,
Dedam Peraturan Daergh ini yang dimaksud dengan :

o. Doerah ' : odalah-Propinsi Daerah Istimewa Aceh. - -
b. Pémerintah Doerah - adalah  Pemerinigh Propinsi  Dagran
Istitnewa Aceh,

¢ Gubernur Kepala hadalah Gubernur Kepala Daerah st "
 Daergh.. _ mewa Aceh, _
d. DPRD. . L oy ¢ oodeleh Dewan Parwekilan Rakyat Da-

e AN . erch Propinsi Doerch [stimewe Acsh,
e. Sekretarict Wilayah/ ; adalah Sekretariat Wilayah/Daerah

Daerah. - _ . Prepinsi Daergh Isttmewa Aceh.
f. Sekretaris Wilayah/ : odalah Sekretaris Wilayeah/Daerah’ Isii«
Daerah. =~ - ) mewa Aceh. - o
BAB 1

: SEKRET’AREATV WILAYAH/D-AE_RAH;
Bagian Perfuma,

Kedudukian, Tugas Pokok dan Fungsi, - I &«
: Pasal 2. - S .
(1) Sekretariat Wilayah/Daergh adalah unsur Staf yang: langsung Ao

berada dibawah Gubernur Kepala Daerah dalam menyeleng-

garakan Pemerintahan di Dasrah berdasarkan azas dekon-
' senfrasi, desentralisasi, dan tugas pembantyan. -
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{2). Sékretariat’ Wjiuyc!h/Dueruh “dipimpin -oleh - saorang Sekre‘l'uns
Wilayah/Daerah yong berade dibawah dan bnr‘tanggung ja-
wab Ictnglsung kepadu G*Uberunur Kepala qurah

Pu St l

Sekzrefarls Wnuyc:ri'-/Dueruh mamlpunyul tugas mem'bcmtu Gu-
bernur Kepala Daerch dalam melaksanokan tugas pokoknya me-
‘nyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, dan pembinaan Ma-
syarakat, meloksanakan Pembinaan administrasi, organisasi dan

teita daksana seria memiberulkan pe[ayqncn tehnis - administratif ke-,

pﬁda 5eluruh percmg\ka'r Duerchh Instansi Vertikeal IDepcri'emen DCI-
I'c: Negerl dom perangka‘r Wvla.ycxh Admm:strahf

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peratu-

ran Daerah ini Sekretariat Wilayah/Dagrah mempunyai . fungsi: .

a. melaksahakan koordinasi’ Sfaf ’renhadqp segala kegiatan yqng

“dildkukan ‘olsh jperangket WllathﬂDuermh dalam rangka penye
~lenggarc hlAdmmlsfmm Pemerintahan’ yang terpadu. _

b. membina’ Pererintahan ddlam carti pengumlpu]qn dan menga-

nalisa datamerumuskan. Program dan petunjuk serta. mermonitor;;

“perkembangan dalam penyefengguruun Permerlnfuhon ~Umum,

Pemewrmi’ahan Daeragh dcm Pemerintahan Desa.
AL

<. memidsina |p\,mtocnguwdn dqlum arti mengu»mtpui’kun dcm meng-
analisa data, merymuskan program dan petunjuk serta.memo-,

£y

“itor perkzmbungan penyelenggamqn pe‘mibcmgunan dan pe-
rekonomian.

d. membina mdsyarakat dalam c:rh mengumpulkan dan menga-

nalisa data, merumuskan program dan petunjuk serfa memoni-

tor perkembangan penyelenggaraan pembinaan masyarakat.

e. membina adminisirasi, orgonisasi dan-tata laksana setta mem-
berilcan pelayanan tehnis dan administratif: kepada seloruh pe-
rangkat Doerah, Instansi Vertikal D&pqr’temen Da!am Negen
don perangkat Wilayah Administratif,

. . mengkoordinasikan. perumusani Peraturan: P‘erundang u-ndcmgan"

yang menyangkut!fugas pokok :Pemerintah dii Duerah.

elaksanakan . - hubungan - mdsyarakat - dan hu'bungcm cm'rur
lembaaa. :
: Bugmn Kedua

Asr&'fen Peamermnrrurhun (Asistén e
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b. Asisten Ekonomi, Pem bangunan dan Kese|c:h'teraan Rukycrt
(As:sten ;- ..
. ¢. Asisten Administrasi dan Umum (Amsfeln .
(2). Asisten-Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini
berada dibaweh dan bertanggung jawab Iungsung kepada
. Sekr&fcrls Wllcya!h/Dneruh

- quul 6. -

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan Pem-
binaan afas penyelenggaraan Pemerintatidn Umum, Pemenm‘ahan
Baerah-don Pemerintahan Desa, serta mengkoordlvnamkun petumu-
san Peraturan Perundang-undangan dan Mmelaksanakan hubungan
masyarakat, o
‘ Pasal * 7.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebuipada Pasal é Pera-
turan Daerah ini-Asisten Pemerintah ~mempunyai fungsi:
d. mengumpulkan dan menganalisa dgtd; mempersiapkan penyu-
" sunan-program dan petunjuk sertd ‘memonitor perkembangan
penyelenggaraan Pemerintahan (Umum, Pemerintohan Daerah
dan Pemerintahan Desa.
b. ‘membind kegiatan uscha guné- pemngkurru'n sumber (pendupct—
tan Daerah.
c. mempersiapkan penyususnan Rancangan Peraturan Perundang-
- Undangan dan memberikan bantuan Hukum.
d. melaksanakan hubupgan masyarakat, mengolah mformasu me-
- ngadakan publikasi dan dokumentasi.

Pasal ‘8.
{1). Asisten-Pemerintohan terdiri dari:
. a. Biro Bina Pemerintahan,

b. Biro Bina Peme«rmiuhan -Desu

¢.  ‘Biro Hukums- .

d. Biro Hubungan Masyurakdt
(2). Biro-Biro sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ma-

sing-masing. dipimpin oleh seorang Kepala Bire yang berada

. dibaweah - dan bertanggung jawab” langsung kepadu Asmien
Pemerintahan,
--Pase 9.

Biro Bine. Pemerinichan ‘mempunyai tugas mengumpulkan dan
menganalisa data, mempersiapkan: penyusunan program dan pe-
tunjuk serte memonitor perkembangan penyelenggaraan Pemerin-
ichmn Umum, perkemibangan Otonom: .Daerah, Pemermtehan Kofa,




Al
Bt

perangkai Daerch dan membina - peningkatan sumber pendapatan
Daerah, : S o

mesal 10.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal ¢ Pera-
turan Daerch ini, Biro Bing Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. mengolah bahan dalam. rangka pembinaan koordinasi vertikal
- oleh Kepala Wilayah, penyelenggaraan Femerintahan Umum,
Otonomi Dasrah dan iugas pembantuan masalah-masalah, ke-
" Agrarigan, peningkatan sumber pendapatan Daerah, penyusu-
han rencana, program, dan petunjuk pembinaan prasarana
fisik Pemerintahon, _
b. mengumputkan dan menganalise data, serta memiberikan saran
* wpertimbangan dalem rangka penetapan pembentukan siatus
Keta. Administratip, - Pembinaan Kerja sama, ‘antar Kota, pem-
" binaan Présarana’ fisik “Pemerintahan Kott, )serta pembinaan
* Peraturan .Perundang-Undangan perkotaan
c. mengumpulkon dan menganalisa datd. seria memberikan saran
pertimbangan dalam rangka pembinagan perangkat Wilayah
dan Daerah. ‘ ’ _ _
d. mengumpulkan dan ‘mengonalisa date kependudukan seria
merribina adminisirasi kepeddudukan den catatan Sipil,
e. mengumpulkan don mendanalisa data, serta mempersiapkan
penyusunan programsdarnt petunjuk dalom rangka membina
dan ‘memelihara keteriban dan pemilihan Umum.,  ° v

Fnsai H_.

(1). Biro BinaPemerintahan terdiri dari:
a. Bagian' Bina Pengembangan Pemerintahan.
b. Bagian Bina Pemerintchan Koto:.
¢. .Bagion Bina Perangkat Pemerintahan. ‘
d. Bagian Administrasi. Penduduk dan Catatan Sipil.
e. Bagian Ketertiban. '
(2). Bagian-bagion sebagaimona tersebut pada ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh secrang Kepala Bagian yang
berada- dibaweh dan hertanggung jowab langsung kepada

- 'Kepala Bire Bina 'P!eimerinffmhun_. ‘
Pasal .12, - r

('Ij._ Bagian Bina Pengembangdn JPe.me»ri'nrrde:ri; mempinyai tugas 7

i nmeniape-rsi-dpqu_l_dqh'rnjf:e-ngo]ulh_ _penyusunan-tentang tafo cora .

. penyelenggaraan’ koordinasi - Instansi Vertikal, tata cara ‘pe-




